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Judul penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG 
PEMBATALAN PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG 
HUKUM PERDATA”. 
Dalam melakukan kesepakatan yang diikat dalam suatu perjanjian, maka 
tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak, bisa saja dalam 
pelaksanaannya, diketahui ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan 
undang-undang atau merugikan pihak lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 
1446 KUH Perdata, bahwa bisa saja perjanjian yang dibuat tersebut cacat 
kehendak, artinya perjanjian dibuat karena adanya suatu kekhilafan sehingga 
merugikan pihak lain. Di samping itu juga bisa terjadi bahwa perjanjian yang 
dibuat tersebut karena ada paksaan, atau adanya unsur penipauan sehingga dapat 
merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perjanjian yang dimaksud dapat 
dibatalkan. 
Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah bagaimana tinjuan yuridis pembatalan perjanjian menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apa akibat hukum apabila terjadi 
pembatalan terhadap perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum 
normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan 
yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
serta serta akibat hukum pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum 
positif beserta dengan asas-asasnya. Penelitian ini bersifat penelitian literatur 
(literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan 
yang berhubungan dengan perjanjian dan pembatalannya, serta pustaka hukum 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjuan yuridis pembatalan 
perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni perjanjian yang 
dibuat tidak memenuhi persyaratan perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 1446 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum 
dewasa, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-
undang, dan adanya cacat kehendak. Cacat kehendak dalam perjanjian adalah 
perjanjian yang dilakukan dengan kekhilafan, dengan paksaan, dan dengan 
penipuan. Terhadap hal ini, maka perjanjian yang sudah dibuat bisa dibatalkan 
oleh pihak-pihak tertentu. 
Akibat hukum apabila terjadi pembatalan terhadap perjanjian menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain adalah bahwa perjanjian yang 
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata, maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada, dan dikembalikan kepada 
keadaan semula. Sedangkan perjanjian yang terdapat cacat kehendak, yakni 
dengan kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka pihak lain dapat mengajukan 
tuntutan secara perdata, dan kalau ada unsur penipuan bisa juga diproses secara 
pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dunia bisnis saat ini semakin berkembang sejalan dengan 
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, berbagai kegiatan dapat 
dilakukan oleh seorang dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Setiap 
pembisnis melihat prospek kemajuan di masa depan, dengan harapan bahwa 
bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan 
yang hendak dicapai. 
Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para 
pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro, 
kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan 
jasa untuk memperoleh laba
1
.  
Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, 
harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk 
mencapai tujuan bersama.2 Sedangkan kebutuhan materil maksudnya 
kebutuhan akan uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. 
Sehubungan dengan itu, maka yang namanya manusia senantiasa 
mencari sesuatu yang diinginkannya dalam rangka untuk memenuhi 
kebutuhan hidup tersebut. Oleh karena itu berbagai macam cara dan usaha 
yang dilakukan demi melanjutkan kehidupannya. Ada yang bekerja sebagai 
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karyawan, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri, pengusaha, dan lain 
sebagainya. 
Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari setiap orang sudah pasti 
mengadakan atau melakukan hubungan dengan orang lain, dalam berbagai 
bentuk dan jenis hubungan tersebut, ada hubungan dalam artian pribadi, dan 
ada juga hubungan dalam artian bisnis atau pekerjaan. Dalam hubungan 
bisnis, perdagangan atau pekerjaan, hubungan tersebut diikat dalam suatu 
perjanjian atau kesepakatan. 
Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang lain atau lebih. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut 
mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak 
melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan 
wanprestasi.  
Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap 
perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, 
ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja 
dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian 
adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam 
bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu 




Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. 
Dengan rumusan yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-
perjanjian, diperlukan empat syarat: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal.3 
Adapun barang sesuatu yang bisa dituntut dinamakan prestasi, yang 
menurut undang-undang dapat berupa: 
1. Menyerahkan sesuatu. 
2. Melakukan suatu perbuatan. 
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.4 
Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para 
pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan  suatu perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan  (kesepakatan para pihak). 
Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut 
1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 
bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam 
perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 
Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka 
para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban 
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(Jakarta: Kencana, 2008), h. 19  
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mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa 
keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat 
dibenarkan. 
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 
Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 
melegalisir kebeneran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian 
tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. 
Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan 
penyangkalannya. 
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta 
notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka 
pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah 
notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat 
bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak 
ketiga.5 
Kesepakatan yang diikat dengan perjanjian tersebut bisa saja 
dibatalkan karena sesuatu hal yang dapat merugikan pihak lain, sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 1446 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa ada 3 
(tiga) penyebab timbulnya pembatalan terhadap perjanjian atau perikatan, 
yaitu: 
a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan 
di bawah pengampuan. 
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b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-
undang. 
c. Adanya cacat kehendak. 
Apabila perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah, 
yang mana salah satunya belum dewasa atau di bawah pengampuan, maka 
perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. 
Demikian juga halnya dengan perjanjian yang dibuat tidak menurut bentuk 
yang disyaratkan dalam undang-undang. Artinya perjanjian yang dibuat itu 
melanggar asas-asa kepatutan, kesusilaan, atau benda yang diperjanjikan 
tersebut merupakan barang haram menurut undang-undang, yakni barang-
barang yang tidak dibenarkan untuk dilakukan perjanjian, seperti narkoba, 
minuman keras, perjudian dan sebagainya. Di samping itu juga perjanjian 
yang disepakati tersebut cacat kehendak, arti tidak sesuai dengan apa yang 
dikehendaki pada saat terjadinya kesepakatan tersebut. 
Oleh karena itu, apabila perjanjian tersebut mengandung salah satu hal 
yang disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan oleh pihak-
pihak yang dirugikan, dan pihak yang karena perbuatannya tersebut 
merugikan pihak lain dapat dituntut secara hukum dan perundang-undangan.  
Dalam melakukan kesepakatan yang diikat dalam suatu perjanjian, 
maka tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak, bisa saja dalam 
pelaksanaannya, diketahui ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan 
undang-undang atau merugikan pihak lain. Sebagaimana dijelaskan dalam 




cacat kehendak, artinya perjanjian dibuat karena adanya suatu kekhilafan 
sehingga merugikan pihak lain. Di samping itu juga bisa terjadi bahwa 
perjanjian yang dibuat tersebut karena ada paksaan, atau adanya unsur 
penipauan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu 
perjanjian yang dimaksud dapat dibatalkan. 
Dari beberapa hal yang terkandung dalam suatu perjanjian tersebut, 
yang menyebabkan perjanjian itu cacat kehendak, yakni tidak sesuai dengan 
apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena di dalam perjanjian 
itu ada substansi paksaan, kekhilafan salah satu pihak, atau terdapatnya unsur 
penipuan dalam perjanjian tersebut, maka salah satu pihak dapat meminta 
pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan, dengan alasan yang tersebut di 
atas. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: 
“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN 
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”. 
 
B. Batasan Masalah 
Untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda dan untuk 
mmeberikan penjelasan kepada semua pihak, maka penulis membatasi kajian 
ini hanya yang berhubungan dengan alasan-alasan yang menyatakan bahwa 
perjanjian yang sudah disepakati dapat dibatalkan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Alasan yang dapat menyatakan bahwa suatu 




bahwa salah satu pihak belum dewasa, tidak mengindahkan bentuk perjanjian 
yang disyaratkan dalam undang-undang, serta adanya cacat kehendak, karena 
adanya kekhilafan, penipuan dan sebagainya. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Bagaimana tinjuan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata? 
2. Apa akibat hukum apabila terjadi pembatalan terhadap perjanjian menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui tinjuan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata? 
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi pembatalan terhadap 
perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, 





3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian 
mengenai permasahan yang sama pada masa yang akan datang. 
 
E. Metode Penelitian 
Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan 
dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum 
normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan 
tinjauan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, serta serta akibat hukum pembatalan perjanjian menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dilakukan melalui 
pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. 
Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-
pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk 
diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
6
  
Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu 
penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan yang berhubungan 
dengan perjanjian dan pembatalannya, serta pustaka hukum yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
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2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai 
dalam penelitian ini dibedakan menjadi: 
a. Bahan hukum primer,7 yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 
mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, serta 
data tetang tinjauan yuridis mengenai perjanjian, syarat-syarat 
perjanjian, serta pembatalan perjanjian. Sedangkan dalam penelitian ini 
menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-
undangan, dan data yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
b. Bahan hukum sekunder,8 yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 
dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang mejelaskan bahan 
hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah 
buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, artikel-artikel dan 
bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. 
c. Bahan hukum tertier,9 yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 
kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang 
berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. 
3. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian 
terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis 
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mengenai pembatalan perjanjian, serta akibat hukum dari pembatalan 
perjanjian tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
4. Analisis Data  
Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif 
analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis mengenai 
pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
serta akibat hukum apabila suatu perjanjian tersebut dibatalkan. Setelah 
mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan 
analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara 
deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum 
kepada hal-hal yang bersifat khusus. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 
penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 
Bab I   PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II      GAMBARAN UMUM TENTANG TUJUAN DAN SUMBER 
HUKUM 
 Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang hukum meliputi 





Bab III    TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan pustaka, yang terdiri 
dari pengertian pembatalan, pengertian perjanjian, syarat-syarat 
perjanjian, unsur-unsur perjanjian, macam-macam perjanjian, serta 
asas-asas perjanjian 
Bab IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
  Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari 
tinjauan yuridis mengenai pembatalan perjanjian menurut Undang-
Undang Hukum Perdata, serta akibat hukum apabila suatu 
perjanjian dibatalkan. 
Bab V      PENUTUP 
 Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab 
kedua, ketiga dan keempat yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini 
juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 















TINJAUAN UMUM TENTANG TUJUAN  
DAN SUMBER HUKUM 
 
A. Tujuan Hukum 
Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara 
anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-
kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya 
hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat 
menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi 
kekacauan dalam masyarakat. 
Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan 
antara anggota masyakarat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan 
atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-
peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat 
untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap 
perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada 
dan berlaku dalam masyarakat.
10
 
Setiap pelangar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi 
yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar 
hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum 
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itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, 
maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh 
bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. 
Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian 
hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada 
keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Berkenaan dengan 
tujuan hukum, maka ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan 
tujuan hukum, antara lain sebagai berikut. 
Van Apeldoorn mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah mengatur 
pergaulan hidup manusia secara damai, maka hukum menghendaki 
perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 
melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, 
kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya. 
Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan 
golongan-golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi 
pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum 
tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.
11
 
Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang 
kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan 
keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika 
ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat 
keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap 
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orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan 
tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti 
bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. 
Dalam tulisannya “Rhetorica”, Aristoteles membedakan dua macam 
keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif 
adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya 
(pembagian menurut haknya masing-masing). Sedangkan keadilan komutatif 
adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan 
tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan komutatif menguasai 
hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama 




Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa keadilan 
menurut Aristoteles bisa saja diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 
tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, dan 
sesuai dengan apa yang diberikan kepada seseorang. 
 
B. Sumber Hukum 
Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-
aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan 
yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. 
Sumber hukum itu dapat ditinjau dari segi material dan dari segi 
formal, yaitu: 
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1. Sumber-sumber hukum material, dapat dilihat dari berbagai sudut, 
misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. 
Sebagai contoh adalah: 
a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan 
ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya 
hukum. 
b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang 
menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 
masyarakat. 
2. Sumber-sumber hukum formal, antara lain adalah: 
a. Undang-Undang. 
b. Kebiasaan. 
c. Keputusan-keputusan hakim. 
d. Traktat. 
e. Pendapat Sarjana Hukum. 
Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara  oleh penguasa 
negara. 
Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-
ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh 
masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian 
rupa, sehingga pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian 





Keputusan hakim berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan 
wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 AB, menjadilah dasar keputusan 
hakim lainnya untuk mengadili perkara yang serupa, dan keputusan hakim 
tersebut menjadi sumber hukum bagi pengadlan. Dan keputusan hakim yang 
demikian disebut yurisprudensi. 
Traktat, merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara (traktat 
bilateral). Apabila diadakan lebih dari dua negara (traktat multilateral). 
Apabila ada traktata multilateral memberikan kesempatan kepada negara-
negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi juga menjadi 
pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, 
misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan 
berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Selain yurisprudensi, 
maka pendapat para ahli hukum juga dapat dikadikan sumber dan 
pertimbangan bagi hakim dalam putusannya. 
 
C. Hukum Yang Merekayasa Masyarakat (Social Engineering) 
Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus 
memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum, agar tercipta 
kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap 
peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus 
ditegakkan,
13
 penyelenggaraan rule of law (penegakan hukum) dalam suatu 
negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara. Keadaan 
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Hukum sebagai alat politik sangat sulit dipisahkan, meski ada juga 
pendapat yang menyatakannya tidaklah mesti demikian. Menurut Ahmad Ali, 
hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. 
Bahkan, ia membantah pandangan kaum dogmatik yang menyebut hukum 
sebagai alat politik bukanlah universal, melainkan hanya milik negara-negara 
tertentu.
15
 Hukum, khususnya yang tertulis merupakan alat politik yang 
bersifat universal. Hal ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai 
alat rekayasa sosial. 
Pemerintah bertugas menentukan bentuk dan corak hukum yang 
dipakai didalam mempertahankan cita-cita negara. Suatu kaedah mempunyai 
sifat hukum karena kaedah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara 
yang dalam hal ini olehpara pejabat. Hukum merupakan salah satu alat bagi 
negara dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena negara pada 
hakikatnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum 
suatu negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Karena 
itu, hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada 
orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan. 
Namun patut dicatat bahwa penguasa dalam hal ini pemerintah 
tidaklah sewenang-wenang dalam memberi kekuatan mengikat hukum. 
Kekuatan mengikat hukum sangat bergantung pada kesadaran rakyat. Undang-
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undang berlaku berdasarkan nilai batinnya. Hukum sebagai alat politik tidak 
mengikat karena kehendak penguasa, melainkan pemerintah hanya 
mendapatkan kekuasaan darihukum. Dalam Negara Republik Indonesia, cita-
cita politik negara dapat dilihat dalam dasar dan konstitusi negara (Pancasila 
dan UUD 1945). Cita-cita nasional ini harus diwujud nyatakan dalam tatanan 
politik, kehidupan dan perjalanan bangsa. Semua lembaga yang dimiliki oleh 
negara, khususnya penguasa dan pembuat undang-undang sedapat mungkin 
merencanakan dan melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita 
tersebut. 
Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat 
dominan dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa 
Indonesia. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang 
merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa 
politik, dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat 
politik. 
Dengan demikian, hukum mengalami perubahan sesuai kondisi waktu 
dan tempat. Ilmu sejarah sosial hukum islam, sebagai alat politik, dalam arti 
alat untuk mewujudkan cita-cita politik negara. Meski harus diingat bahwa 
hukum juga tidak terlepas dari hasrat orang-orang atau golongan yang 
memerintah. Namun mereka menyusun hukum itu tidak lepas dari dasar dan 
konstitusi negara yang memuat cita-cita nasional. 
Roscoupound menyatakan bahwa rekayasa sosial diperlukan untuk 
menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku 




sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan 
bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan 
teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, 
Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan 
dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum 
adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan 
teori hukum kodrat dan positivistik.
16
 
Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam 
melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan 
fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai 
ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan 
peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau 
sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek 
eksternal atau lingkungan fisikal.
17
 
Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan 
peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang 
bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai 
mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja 
melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur 
oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound 
menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan 
dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem 
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Pound mengatakan bahwa hukum kodrati dari setiap masa pada 
dasarnya berupa sebuah hukum kodrati yang “positif”, versi ideal darihukum 
positif pada masa dan tempat tertentu, “naturalisasi” untuk kepentingan 
kontrol sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang 
terorganisasi tidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai. Ia 
mengakui kekaburan dari ketiga pengertian dari istilah hukum: hukum sebagai 
kaidah sosial, badan hukum sebagai badan yang otoritatif, serta hukum 
sebagai proses peradilan. Sehubungan dengan itu, Pound berusaha 
menyatukan ketiga pengertian tadi ke dalam sebuah definisi. Ia 
mendefinisikan hukum dengan fungsi utama dalam melakukan kontrol sosial: 
Hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan melalui 
badan khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, serta diterapkan dalam 
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A. Pengertian Pembatalan 
Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sahnya perjanjian yang 
telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan pembatalan 
perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu 
hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. 
Pembatalan perjanjian tentunya disebabkan oleh beberapa hal yang 
tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang sudah ditentukan oleh Pasal 
1320 KUH Perdata tersebut. 
Pembatalan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu: 
a. Dari awal perjanjian itu sudah batal, atau dianggap tidak pernah ada, 
apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, 
dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian atau suatu perikatan. 
b. Apabila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya 
batal demi hukum, tetapi salah satu pihak bisa memintakan pembatalan itu. 
Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak 
dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta 
pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang mengadakan 
kesepakatan itu tidak bebas). 
Suatu perjanjian bisa saja dibatalkan, apabila perjanjian itu dibuat tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya perjanjian itu dibuat 




memperhatikan kepentingan pihak lain yang dilanggar akibat kesepakatan 
dalam perjanjian tersebut. 
Kesepakatan atau perjanjian bisa dibatalkan karena melanggar syarat-
syarat perjanjian, antara lain perjanjian yang dipaksakan atau perjanjian yang 
ada unsur tipu muslihatnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 
yang sebesar-besanya tetapi dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu 
perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan karena sudah melanggar norma 
dan asas hukum. 
 
B. Pengertian Perjanjian 
Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang lain atau lebih. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut 
mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak 
melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan 
wanprestasi.  
Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap 
perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, 
ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja 
dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian 




bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu 
pihak dalam hubungan hukum tersebut.
19
 
Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa 
seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan 
hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau 
kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.
20
 
Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
21
 Dari pernyataan tersebut dapat 
diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang 
dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat 
menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, 
bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
22
 
Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan 
perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing 
pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua 
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persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. 
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik.
23
 
Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Artinya  
bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah 
diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat 
diketahui dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH 
Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan Pasal 
1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian. 
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun. 
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. 
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.24 
Sistem terbukanya perjanjian tersebut bukan berarti bebas tanpa 
memperhatikan aturan undang-undang, tetapi sistem terbuka di sini 
maksudnya para pihak bisa menentukan hal-hal yang mereka perjanjikan, 
tetapi harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam hukum 
perjanjian tersebut, seperti asas kepatutan dan kesusilaan. Artinya dalam 
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membuat perjanjian tersebut kedua belah pihak harus memperhatikan 
kepatutan dan kesusilaan yang berlaku menurut undang-undang. 
Namun apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak 
memperhatikan aturan undang-undang, maka pihak yang bersangkutan bisa 
saja dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, artinya melanggar 
hak-hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maksud dari 
perbuatan melawan hukum itu adalah berbuat atau tidak berbuat yang 
disebutkan di bawah ini. 
a. Melanggar hak orang lain 
Melanggar hak orang lain di sini bukan semua hak, tetapi hanya 
hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-
lain, dan hak-hak absolut, seperti hak kebendaan, merk perniagaan, hak 
cipta dan lain-lain. 
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku 
Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan 
dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat. 
c. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam 
masyarakat 
Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu (1) 
aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan (2) 
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Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa sistem terbuka 
dalam perjanjian bukan berarti tidak memperhatikan ketentuan undang-
undang, tetapi harus memperhatikan aturan hukum dan undang-undang yang 
berlaku, karena apabila tidak memperhatikan aturan hukum dan perundang-
undangan, maka bisa saja pihak-pihak dalam perjanjian tersebut melakukan 
perbuatan melawan hukum, yang dapat dituntut melalui proses peradilan.  
 
C. Syarat-Syarat Perjanjian 
Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya 
kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada 
hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak 
merupakan unsure mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini 
dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah 
adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak 
para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk 
melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, 
namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan 
kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah 
kawin sebelum cukup 21 tahun. 
c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan 




maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu 
ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian 
atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 
d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak 
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.26 
Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, 
bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak harus lah 
sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada 
pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak 
yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai 
dengan prosedur yang berlaku. 
Demkian juga halnya dengan akibat hukum perjanjian yang berisi 
causa yang tidak halal ialah batal, dengan demikian tidak ada dasar untuk 
menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula 
dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang 
dibuat itu tanpa causa (sebab), ia dianggap tidak pernah ada. 
 
D. Unsur-Unsur Perjanjian 
Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan 
menjadi: 
a. Unsur essensialia; 
b. Unsur naturalia; 
c. Unsur accidentalia. 
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Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam 
setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai 
contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang 
disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin 
dapat dilaksanakan. 
Adapun unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam 
undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-
undang dalam hal ini hanya bersifat mangatur atau menambah. Sebagai 
contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual 
untuk menanggung biaya penyerahan. 
Sementara itu, unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang 
ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. 
Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga. 
Di samping hal di atas, maka unsur-unsur dalam perikatan atau 
perjanjian adalah sebagai berikut: 
1. Adanya hubungan hukum. 
2. Adanya dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang 
atau badan yang berhak atas suatu prestasi. Pihak debitur, yaitu orang atau 
badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. 
3. Adanya hak dan kewajiban. 
4. Adanya prestasi. 
5. Dalam bidang hukum harta kekayaan.27 
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Prestasi perjanjian adalah apa yang menjadi pokok perikatan atau 
perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli rumah, yang menjadi pokok 
perikatannya adalah menyerahkan hak milik atas rumah kepada pembeli, dan 
pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Contoh lainnya adalah dalam 
perjanjian kerja, maka yang menjadi objek perikatan (prestasi) adalah 
melakukan pekerjaan dan menyerahkan upah. 
Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa prestasi dalam 
perikatan atau perjanjian adalah apa yang menjadi isi atau pokok dari 
perjanjian tersebut, yang menjadi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak 
sebagaimana contoh di atas. oleh karena itu kedua belah pihak harus 
melakukan prestasi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat 
bersama. 
 
E. Asas-Asas Perjanjian 
Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu 
kontrak, yaitu sebagai berikut: 
1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan 
hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam 
suatu kontrak. 
2. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari 
berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak 
para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat 





3. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak 
dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara 
penuh sesuai isi kontrak tersebut. 
4. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah 
sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan 
tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis 
kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis. 
5. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak 
telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan 
kewajiban semata-mata.28  
Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat 
dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas 
tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak 
adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu 
maka semua asas tersebut di atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu 
kontrak atau perjanjian. 
Di samping asas di atas juga ada asas lain yang juga berlaku dalam 
hukum perjanjian, yakni: 
1. Asas kepercayaan 
Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang 
yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang 
diadakan di antara mereka di belakang hari. 
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2. Asas persamaan hukum 
Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang 
mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang 
sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, 
walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras. 
3. Asas keseimbangan 
Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua 
belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai 
kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut 
pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula 
kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. 
4. Asas kepastian hukum 
Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian 
hukum, kepastian ini terungkap dari kekuataan mengikatnya perjanjian, 
yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. 
5. Asas moral 
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, di mana suatu 
perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk 
menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam 
zaakwarneming, di mana seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela 
(moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk 




6. Asas kepatutan 
Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini 
berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. 
7. Asas kebiasaan 
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian 
tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga 
hal-hal yang menurut kebiasaan lazin diikuti. 
8. Asas perlindungan 
Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur 
dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat 
perlindungan itu seringkali adalah pihak debitur karena pihak debitur 
berada pada pihak yang lemah.
29
 
Asas-asas tersebut di atas secara tidak langsung muncul dalam hukum 
kontrak atau perjanjian yang harus diikuti dan dipatuhi oleh kedua belah 
pihak. Asas-asas tersebut merupakan bingkai atau aturan yang muncul dalam 
hukum perjanjian. Misalnya asas kepercayaan, bahwa dalam perjanjian asas 
ini merupakan asas yang harus ada pada kedua belah pihak, karena masing-
masing pihak harus menanamkan rasa kepercayaan untuk melaksanakan 
prestasi perjanjian. Artinya dengan iktikad baik kedua belah pihak dengan 
sukarela melakukan prestasi perjanjian tersebut. 
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F. Macam-Macam Perjanjian 
Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para 
pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). 
Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut: 
1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 
bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam 
perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 
Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para 
pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan 
bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak 
ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 
Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 
melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian 
tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 
satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang 
menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta 
notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka 
pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu 




alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun 
pihak ketiga.30 
Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa 
perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian 
yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
hokum atau yuridis. 
Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu: 
1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 
perjanjian tertentu. 
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 
adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak. 
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali 
jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan 
bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.31 
Akta notaris merupakan akta outentik yang dapat dijadikan bukti yang 
sah ketika terjadi sengketa di pengadilan. Akta notaris merupakan akta yang 
mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat, karena dibuat di muka pejabat 
umum yang berwenang, dan disaksikan oleh para pihak atau pihak-pihak yang 
berkepentingan.  
 Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya 
perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 
bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini. 
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1. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu 
Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang 
tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata, 
menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu 
adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan 
yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah 
yang baik, sampai pada saat penyerahan. 
2. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu 
Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah 
ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah 
melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan 
membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau 
patung dan sebagaianya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-
tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si 
berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya 
dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. 
3. Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu 
Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti 
yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak 
melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang 
diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata 
“Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak 




pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian 
biaya, rugi dan bunga. 
Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam suatu 
perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak 
melaksanakan apa yang diperjanjikan atau ingkar janji pada tenggang waktu 
yang ditentukan. 
Tuntutan ganti rugi tentunya dihitung berdasarkan kondisi dan keadaan 
yang sebenarnya dialami oleh pihak yang dirugikan. Tuntutan ganti rugi tidak 
asal dituntut saja, harus dengan perhitungan yang benar dan berdasarkan 
keadaan yang nyata dan harus bisa dibuktikan secara formil di pengadilan. 
 
G. Kontrak 
Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu: 
1. Ada para pihak; 
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak; 
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan 
4. Ada objek tertentu. 
Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia,  
unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, 
yaitu unsur essentialia, unsur naturalia, dan unsur accidentalia. Unsur 
essentialia, adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini 
merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini yang menentukan 
atau mengakibatkan suatu  perjanjian tercipta. Tanpa adanya unsur ini, maka 




barang dan harga barang adalah yang mutlak ada di dalam perjanjian jual beli. 
Unsur mutlak yang harus ada di dalam perjanjian sewa-menyewa adalah 
kenikmatan atas suatu barang dan harga sewa. 
Unsur naturalia, adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi 
dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami 
perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib 
menjamin bahwa barang tidak ada cacat. Contoh lainnya, berdasarkan 
ketentuan Pasal 1476 KUH Perdata, penjual wajib menanggung biaya 
penyerahan. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan dapat dikesampingkan 
para pihak. 
Unsur accidentalia, adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian 
yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya,  di dalam suatu 
perjanjian jual beli tanah, ditentukan bahwa jual beli ini tidak meliputi pohon 
atau tanaman yang berada di atasnya. 
Unsur utama dalam kesepakatan adalah penawaran dan penerimaan. 
Penawaran adalah suatu pernyataan kehendak dari pihak yang satu mengenai 
kehendaknya untuk melakukan suatu kewajiban dengan syarat-syarat tertentu. 
Pernyataan kehendak itu dibuat dengan maksud agar ada penerimaan dari 
syarat-syarat itu oleh pihak lainnya, dan yang membuat penawaran akan 
terikat untuk melaksanakan kewajibannya. 
Sedangkan penawaran adalah janji atau komitmen untuk melakukan 
atau tidak melakukan suatu perbuatan pada masa yang akan datang. 




menawar kepada pihak lainnya. Suatu penawaran akan valid apabila dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Penawaran harus serius, ada maksud yang secara objektif untuk terikat 
terhadap penawaran. 
2. Isi penawaran harus tertentu dan rasional; dan 




Unsur berikutnya dari kontrak adalah  penerimaan. Tanpa adanya 
penerimaan, tidak ada kontrak. Penerimaan dapat didefinisikan sebagai 
kesepakatan akhir dari penerima terhadap persyaratan penawaran.  Penerimaan 
dapat dilakukan dengan cara tertentu.  Penerimaan dapat dilakukan secara 
tegas atau dilakukan secara tidak langsung yang dapat ditafsirkan dari 
perbuatan atau perilaku penerima. 
 
H. Perjanjian Nominaat dan Innominaat 
Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang tercantum dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (BW), seperti perajanjian jual-beli, tukar-
menukar, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam. Sedangkan perjanjian 
innominaat adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (BW), tetapi boleh dilakukan dan tunduk kepada ketentuan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti sewa-beli, dan perjanjian 
lainnya yang ditentukan oleh kedua belah pihak.  Sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, 
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bahwa “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, 
maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada 




Demikian juga halnya dengan kontrak atau perjanjian baku, yang 
dibuat oleh salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lain, sebagaimana 
yang diharuskan oleh Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa “ 
Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya”. Dari pasal ini dapat diketahui, bahwa 
perjanjian tersebut harus dibuat oleh kedua belah pihak dan disepakati secara 
bersama-sama. Namun dalam perjanjian baku, perjanjian tersebut dibuat oleh 
salah satu pihak, tetapi harus memenuhi persyaratan dalam perjanjian, 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu “Untuk sahnya 
persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
c. Suatu hal tertentu 
d. Suatu sebab yang halal. 
Namun demikian kontrak baku yang tidak diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW), tetapi dapat diterima apabila perjanjian baku 
tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 
1320 KUH Perdata tersebut di atas. 
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Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha 
menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan 
oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, 
saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pola kemitraan secara umum 
dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara 
dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. 
Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu 
strategi untuk dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan secara moril 
kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak 
pengusaha besar melalui paket pembinaan. 
Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 
pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama 
maupun keuntungan bersama sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan 
saling mengisi sesuai kesepakatan bersama. Keinginan dua pihak untuk 
menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-
masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu dengan yang 
lainnya. 
Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 
Tentang Kemitraan disebutkan, bahwa Kemitraan adalah kerjasama usaha 
antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar 
disertai pembinaan dan pengembangan  oleh Usaha Menengah dan atau  
Usaha Besar dengan memperhatikan  prinsip saling memerlukan, saling 




Dalam Pasal 4 disebutkan, bahwa dalam hal kemitraan Usaha Besar 
dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub 
kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar dan Usaha 
Menengah memberikan bantuan berupa: 
a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen; 
b. Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang 
diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang 
wajar; 
c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; 
d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; 
e. Pembiayaan. 
Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa kemitraan merupakan 
bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah kepada 
Usaha Kecil, dalam bentuk pembinaan, pengembangan, pembanguan dan 













KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Tinjuan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, yakni perjanjian yang dibuat tidak memenuhi persyaratan 
perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1446 KUH Perdata, yaitu 
perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa, tidak 
mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang, 
dan adanya cacat kehendak. Cacat kehendak dalam perjanjian adalah 
perjanjian yang dilakukan dengan kekhilafan, dengan paksaan, dan dengan 
penipuan. Terhadap hal ini, maka perjanjian yang sudah dibuat bisa 
dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu. 
2. Akibat hukum apabila terjadi pembatalan terhadap perjanjian menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain adalah bahwa 
perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dianggap tidak 
ada, dan dikembalikan kepada keadaan semula. Sedangkan perjanjian yang 
terdapat cacat kehendak, yakni dengan kekhilafan, paksaan dan penipuan, 
maka pihak lain dapat mengajukan tuntutan secara perdata, dan kalau ada 
unsur penipuan bisa juga diproses secara pidana, sesuai dengan ketentuan 




B. Saran  
Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Dalam suatu perjanjian atau persetujuan, kedua belah pihak harus benar-
benar memperhatikan syarat-syarat dan asas-asas yang berlaku dalam 
perjanjian, agar dikemudian hari tidak terjadi kerugian atau 
kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sengketa bagi kedua belah 
pihak. 
2. Pihak-pihak dalam perjanjian harus benar-benar dapat mematuhi isi 
perjanjian atau kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama, agar tidak 
terjadi tuntutan hukum di kemudian hari, yang dapat menyebabkan 
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